BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN SUBSIDI, HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang :

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan
Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Bangka;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



Menetapkan :

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN SUBSIDI, HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka
(Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 1), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, dan angka 24 diubah serta angka 29 dihapus,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Bangka.
Bupati adalah Bupati Bangka.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
tugas BUD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/barang.

SKPD Penanggungjawab adalah SKPD yang didelegasikan kewenangan
dalam hal pemberian hibah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh
sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-
PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/bagian keuangan
selaku Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat
DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/bagian
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum dan sesudah disepakati
dengan DPRD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Subsidi adalah bantuan yang digunakan untuk biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan
usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan
untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.



27.

28.

29.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang
jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu
dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan,
kesenian, adat istiadat dan keolahragaan profesional.

Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Bagian Kedua
Hibah
Paragraf 1
Batasan dan Kriteria

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan
keuangan daerah.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja
urusan pilihan.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dengan memeperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan/atau tidak secara terus
menerus setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan
Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan;

c. memenuhi persyaratan penerima hibah; dan

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan.

Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa uang, barang atau
jasa.

Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan
kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja
barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa yang
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.



3. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Hibah dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lain;
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

Indonesia.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian (instansi vertikal) yang wilayah kerjanya
berada dalam wilayah Daerah dalam rangka peningkatan
penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di Daerah.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran
daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah
dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah
dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau menunjang peningkatan pelayanan kepada
masyarakat.

Dihapus.

Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d, diberikan kepada Badan dan Lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki
Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam
Negeri, Gubernur atau Bupati;

c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa
Kelompok Masyarakat, Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan
dari Pimpinan Instansi Vertikal atau Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.



(7)

hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan
kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan
atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum
dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia sesuai perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 9

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ayat (0), diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;

b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat
atau sebutan lainnya;

. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;

. memiliki nomor rekening bank; dan

. memiliki NPWP.
terhadap kelompok masyarakat seperti Kelompok Tani/Nelayan atau
kelompok masyarakat lainnya disahkan atau ditetapkan oleh Dinas
atau Badan, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait
kewenangannya dan Surat Keterangan Terdaftar dari Bupati atau
SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (7), diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Daerah, kecuali
organisasi kemasyarakatan yang memiliki ikatan hubungan
kedaerahan dengan Daerah dan berada di luar wilayah Daerah;

c. memiliki sekretariat tetap di Daerah;
d. memiliki nomor rekening bank;
e. memiliki NPWP;

Organisasi Kemasyarakatan yang telah terdaftar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah organisasi kemasyarakatan
yang telah berdiri secara terus menerus paling singkat 3 (tiga) tahun
dan masih menjalankan aktifitasnya sebagai organisasi
kemasyarakatan dan belum/tidak pernah dibekukan izin pendiriannya
sebagai organisasi kemasyarakatan.

Terhadap organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilakukan evaluasi keberadaan organisasi kemasyarakatannya
setiap 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan oleh SKPD yang
melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.

0 o0

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 10

Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat
menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dilengkapi
proposal.



(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk permohonan
hibah berupa uang paling sedikit memuat:

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai
fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang
melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya
usulan hibah oleh calon penerima hibah;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari dana hibah;

c. susunan kepengurusan bagi masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;

d. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian
tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan
kegiatan, termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta
kebutuhan lainnya.

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan
hibah berupa barang/jasa paling sedikit memuat:

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai
fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi
diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada
Pemerintah Daerah;

c. susunan kepengurusan bagi masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan;

d. jenis dan jumlah barang/jasa yang dimohon oleh calon penerima
hibah.

Pengajuan proposal sebagaiman dimaksud ayat (1) dilakukan paling
lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Terhadap proposal yang diajukan setelah tenggat waktu sebagaimana
dimaksud ayat (4), dapat dipertimbangkan diproses pada pembahasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

Bupati menunjuk SKPD penanggungjawab dan/atau tim yang dibentuk
sesuai tugas pokok fungsinya untuk melakukan evaluasi usulan
/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

SKPD Penanggungjawab dan/atau tim yang dibentuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) adalah :

a. Sekretariat Daerah cq. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
dan Kemasyarakatan Setda Bangka yang melakukan evaluasi
usulan hibah dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya,
Perusahaan  Daerah, Bidang Pemberdayaan  Masyarakat,
Keagamaan, dan Organisasi Kemasyarakatan;

b. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Bangka yang melakukan evaluasi usulan hibah dari
KPU Daerah, Panwaslu dan Pengamanan Pemilu Kepala Daerah;

c. Dinas Pendidikan yang melakukan evaluasi usulan hibah di bidang
Pendidikan;

d. Dinas Pemuda dan Olahraga yang melakukan evaluasi usulan
hibah di bidang Pemuda dan Olahraga;

e. Dinas Kesehatan yang melakukan evaluasi usulan hibah di bidang
Kesehatan;



f. Dinas Pariwisata yang melakukan evaluasi usulan hibah di bidang
Kesenian dan Adat Istiadat;

g. Dinas Kelautan dan Perikanan yang melakukan evaluasi usulan
hibah di bidang Kelautan dan Perikanan;

h. Dinas Pertanian dan Peternakan yang melakukan evaluasi usulan
hibah di bidang Pertanian dan Peternakan.

(8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertujuan untuk:

a. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan
serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan
kegiatan dengan jenis kegiatannya;

b. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok
orang yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);

c. memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi
kemasyarakatan/kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam
proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;

d. meneliti dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan sesuai
kebutuhan, antara lain:

1. foto copy dokumen pendirian/pembentukan organisasi
kemasyarakatan/ kelompok orang atau
penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa
akta notaris/Keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai
pengurus atau dokumen lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan;

2. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Kantor

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bagi
organisasi kemasyarakatan;

(9) Kepala SKPD penanggungjawab dan/atau Tim yang dibentuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan hasil evaluasi
berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

(11) Hasil rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dalam KUA PPAS dan
dijabarkan dalam RKA PPKD untuk hibah uang dan RKA SKPD untuk
hibah barang/jasa.

(12) RKA PPKD dan RKA SKPD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
APBD dan dituangkan dalam DPA PPKD dan DPA SKPD.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
hibah, objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.

(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lainnya;



c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
dan/atau;

d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia.

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (5) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan
kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau
jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai
berikut:
Bagian Ketiga
Bantuan Sosial
Paragraf 1
Batasan dan Kriteria

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan
untuk  menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial
kemasyarakatan dalam bentuk uang atau barang.

(3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal,
yakni BAB VIA dan Pasal 41A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41A

(1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(7) dikecualikan terhadap:

a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum
berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-
Perkumpulan Berbadan Hukum  (Rechtspersoonlijkheid van
Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan
kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan
pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan
Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
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d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing,
Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan
Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan
sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah
dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran
2016 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan
sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan
penyesuaian berdasarkan Peraturan ini dan ditetapkan dalam
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 14 Juni 2016

WAKIL BUPATI BANGKA,
Cap/dto

RUSTAMSYAH
Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 14 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006
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